BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan wuraian mengenai Eksekusi Putusan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
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1. Penyebab Perusaha

kesim hagai berikut -

tusat Nomor : 178

K/Rdt.Sus-PHI/20 yang telah
memberikan kuasagka ARgncafi alasan dan
mehgudur waktu dalam pembd 98Kerjal |sebagaimana
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gugatan menjadi kabur.

Terkait kesalahan dalam mengajukan gugatan versi Perusahan ini
telah disebutkan juga dalam agenda sidang eksepsi atau jawaban tergugat
pada proses persidangan, namun eksepsi perusahaan tersebut tidak

dikabulkan oleh majelis hakim, karena hakim menilai antara nama
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. Kenhda

perusahan PT. Anom Hasil Bumi Raya Mandiri dengan apa yang digugat
oleh penggugat, pada dasarnya sama, dengan pimpinan dan management
yang sama. Sehingga alasan perusahaan tidak mau menjalan putusan
pengadilan tidaklah bisa diterima karena pada dasarnya putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat

dilaksana su;iqtﬁ [Wﬁrgnﬁﬁmkum karena

kepastian ’ﬁlﬂsunﬁr’memberl perllnduﬁgawkepa§ justiclabelen dari

tindakan sewenang-vye erly juga harus paham juga
dengan teori Badag ‘ﬁw q’ perusahaan telah
berubah; tanggungjay ( ‘\‘?’\ Y etapl ada, dengan
dibebankan kepada nama pg ainyd nama yang

lama tidak dipakai lagi.

1dn Hubungan

Indus all permasalan

P 015 ketika

\\Kﬂr“] g terhadap
" '& an untuk

perkara ini, tidak ada barang/ harta perusahaan yang disita atau menjadi

jaminan untuk dilakukan eksekusi maka Pengadilan meminta kepada
pekerja untuk mencari aset-aset perusahaan dan melaporkan kepada

pengadilan untuk dilakukan sita dan selanjutnya dilakukan lelang.
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Pekerja juga terkendala mencari apa saja harta/ aset perusahaan yang
akan disita karena pekerja tidak lagi bekerja disana dan pasti tidak akan
boleh oleh pihak keamaanan perusahaan (sekuriti) untuk memasuki
wilayah perusahaan. Kalaupun meminta bantuan kepada teman-teman

pekerja yang masih bekerja di Perusahaan tersebut, mereka tentunya

meW ?A@%Wkan data aset

perlsahaan. _— _ _

. Langkah yang harus At ektifkan | pelaksanaan
putusan Pengadilag pa ﬁ" lilan [Negeri Klas
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masuk pada tahap eksekus ada jwaktu yang

ditunlt[.lkan tidak juga membayarkal }l' purtih @tau menjaldnkan isi dari
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g

am_fAukum acara
[ah ] RN SP h

:xlbrrlﬂ.P.J ,&'ﬂ;"'"@r Jreva Sus yang arus

memakai hukum acara khusts.da .- ra yang khusus juga.
Pemerintah harus pro aktif juga ketika ada Perusahaan yang tidak
menjalankan putusan pengadilan agar memberi teguran terhadap
perusahaan supaya taat pada aturan atau putusan Pengadilan. Kalau

memungkinkan pemerintah membuat surat edaran untuk tidak melayani
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surat menyurat dari Perusahaan yang tidak taat hukum, tidak menjalankan
perintah pengadilan serta perusahaan yang tidak membayar pajak. Serta
apabila memungkinkan menggangu dari pasaran perusahaan tersebut.

B. SARAN

1. Hendaknya Pengadilan apabila telah ada putusan yang berkekuatan

hulwm&gk ﬂﬂjﬂjﬁ& EA san tersebut, maka
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pekerja mencari 3 i, tentu pekerja
akan -mengalami §ke ‘i 8 WKatpa pekerja tidak

memiliki akses masuk keda idak mengetahui

aset tersebut dimiliki oleh siapa. S \ gga disini penulis menyarankan
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Perlgwanan pihak

emestlnya

Buklis"acara khusus

perselisihan hubungan indu il dalam  melakukan eksekusi, kalau
pengadilan berpedoman kepada hukum acara perdata biasa tentunya akan
mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi. Sehingga apabila

tidak diatur dalam hukum acara khusus atau dalam UU PPHI, maka
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hendaknya Pengadilan meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung
dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Pada setiap anggaran Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri mengusulkan adanya biaya prodeo untuk panjar eksekusi, yang

nilai gugatanya di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah). D#Samping- i i ran 0 tidak/belum ada,
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1033 Rv. Untuk itu diha :I- can<Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat segera membahas dan mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata menjadi Undang-Undang, ataupun perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Kerja yang mana dalamnya juga mengatur mengenai eksekusi
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secara jelas, waktu pelaksanaan eksekusi sejak putusan, sistematis, dan
lengkap, sehingga memudahkan dalam memahami aturan eksekusi serta
memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaannya dan
memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam penelitian

penulis di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas
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